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[image: image3.jpg]BANGKEP - Kasus PNS
siluman di Kabupaten Banggai
Kepulauan (Bangkep) mulai
terkuak. Hasil investigasi dan
pemeriksaan  dari tim
Inspektorat Kabupaten Bang-
kep, menyebutkan salah
seorang PNS berinisial P
merupakan dalang utama
pengangkatan PNS siluman
yang merugikan Negara hingga
mencapai Rp170 juta.

Oknum P adalah staf pada
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Bang-
kep, yang menangani input data

pegawai yang akan dibayarkan
gajinya. Tugas dan fungsi
oknum P yang strategis itu,
memungkinkan yang ber-
sangkutan memasukan empat
PNS Siluman yang kemudian
terungkap dalam perubahan
sistem pembayaran gaji melalui
Bank Sulteng.

Sekretaris = Kabupaten
(Sekkab) Bangkep Sudirman
Salotan SE, Jumat (9/12)
kemarin, mengaku, Inspektorat
Bangkep telah memeriksa
beberapa saksi dan oknum P,
terkait
Siluman.

munculnya PNS.

Inspektorat Kabupaten
Bangkep juga memeriksa pihak
Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) terkait keberadaan
empat PNS siluman yang
ditenggarai memiliki Surat
Keputusan (SK) pengangkatan.

Namun, kata Sekkab, hasil
pemeriksaan terhadap sejumlah
saksi dan pihak BKD
Kabupaten Bangkep, tidak
menemukan adanya SK
pengangkatan PNS yang
bernama Nurwahida, Sumiati,
Sarah dan Mariati.

. dimaksud

Jika ada SK pengangkatan ke
empat PNS.tersebut, berarti SK
adalah perlu
dipertanyakan keasliannya.
Dikatakan, untuk membayar
gaji pegawai di jajaran
Pemerintah Kabupaten
Bangkep, oknum P harus
meminta SK pengangkatan
PNS dan surat pernyataan
pelaksanaan tugas pegawai.
Dasar SK dan surdt pernyataan
tersebut, oknum P mengelola
data-data pegawai, lalu

‘memasukan data pegawai atau
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[image: image4.jpg]menginput untuk diserahkan
kepada bendahara umum. “SK
dan surat pernyataan tugas bagi

empat PNS Siluman itu -

direkayasa oleh oknum P,
karena dia adalah pegawai yang
mengelola dan memeriksa SK

dan surat pernyataan pegawai,

untuk kemudian diinput, lalu
diserahkan kepada Bendahara
Umum dan bendahara masing-
masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Makanya
kasus PNS Siluman itu bisa
langgen hingga dua tahun,”

jelasnya.

Hanya saja, kata Sekkab,
Surat Perintah Pembayaran
(SPP) gaji empat pegawai
Siluman dititipkan melalui
bagian umum, lalu diajukan ke
DPPKAD Kabupaten Bang-
kep. Yang menerima SPP
Bagian Umum itu adalah
oknum P, sehingga yang
bersangkutan mudah saja
merekayasa PNS Siluman.
Yang menjadi pertanyaan, siapa
yang'menjadi dalang di bagian
umum yang memasukan empat

PNS Slluman ke dalam SPP-
nya.

Ditanya siapa saja pejabat
yang terlibat dalam mafia
PNS Siluman itu, Sekkab
mengungkapkan, yang di-
ketahui dan terungkap dalam
pemeriksaan Inspektorat Ka-
bupaten Bangkep hanya oknum
P sesuai surat pernyataan
pertanggungjawabannya. -

“Saya belum melihat
adanya keterlibatan pihak
lain dalam kasus itu,”
tandasnya.(rd)











